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BABIII

PENUTUP

A.Kesimpulan

Untukmenjaminperlindunganterhadaphakasasimanusia

danagaraparaturnegaramenjalankantugasnyasesuaidengan

peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu

lembagayangdinamakanpraperadilan.Praperadilanjugaberlaku

bagiparatersangkaTindakPidanaKorupsi.Dalam halini,KPK

sebagailembaga antirasuah bertindaksebagailawan daripara

tersangkayangmengajukanpraperadilan.

Dasar pertimbangan dalam putusan praperadilan Budi

GunawanDanHadiPurnomodidasaridariundang-undangserta

pendapat hakim sendiri dan menyatakan bahwa penetapan

tersangka oleh KPK terhadap keduanya tidak sah. Setelah

dikeluarkannyaputusanpraperadilanpadakasusBudiGunawan

dan Hadi Purnomo, jumlah gugatan praperadilan semakin

meningkat. Para tersangka kasus korupsi beramai-ramai

mengajukanpraperadilan.Halinimenunjukankepadakitabahwa

masihbegitubanyakkekurangandalam sistem hukum kita.Bukan

hanyaaturanyangkurangataubertentangansatusamalain,tetapi

juga kekurangan pada para penegak hukum.Para hakim juga

seringkalikelirudalam memberikanpertimbanganhukum sehingga
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membuatkeputusanyangdiambilkurangtepat.KPKjugamasih

memilikibegitubanyakkekurangan.Langkahhukum yangdiambil

seringkalibertentangandenganaturanyangada.

Dalam kasuspraperadilanBudiGunawanDanHadipurnomo,

KPK kalah dalam sidang praperadilan keduanya.Upaya-upaya

hukum yang dilakukan juga masih terbenturdengan peraturan

perundang-undangan yang ada.Walaupun demikian,KPK tetap

professional dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga

antirasuah.KekalahanKPKdantingginyapermohonanpraperadilan

harusmenjadipelajaranberhargabagikomisiantirasuahkedepan.

B.Saran

1.Kekosonganhukum yangadaharussegeradiisisehingga

tidakmenimbulkanmasalah.

2.KPK harus mengintrospeksidiriuntuk melihatapa saja

kekurangandankesalahanyangmerekapunyadalam hal

prosespenetapanseseorangmenjaditersangka,sehingga

padasaatdigugatdipraperadilantidakakankalah
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3.KPK dalam menghadapisidang praperadilan harus teliti

dalam melakukan upaya-upaya hukum atas putusan

praperadilansehinggaupayahukum yangdilakukantidak

bertentangandenganaturanyangada.
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